
GUBERNUR ~PUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPURG 
RO:MOR: G/ >C~ /B.02/HK/2017 

TENTANG 

RASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATER PESAWARAN
 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan 
ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

b.	 bahwa sehubungan dengan hurufa tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2011; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; 



Memperhatikan	 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/2679/SJ Tanggal 8 Juni 
2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

Menetaphn	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

KESATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pesawaran tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA	 Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera 
melakukan penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah 
mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari 
Gubemur. 

KEEMPAT	 Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubemur Lampung 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal \~ - '-'2.C>\1 

GUBERNUR LAr,sJ!:JING, 

M./...... 
Tembusan: 
1. Menten Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan. 



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBER~R LAMPUNG 
NOMOR : GI '1 !.Bf2lHK/2017

lTANGGAL : - 2017 

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 

1. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN 

---r
 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempumaan Keterangan 

1 2 3 

~ U~€taAS IJR~aAS .lafM9F 10 Tatc1wA 1Q07 teRlaAS PiRSSiAiilA 
l2iljllk ~8RsaR iwFat l2alma Ib8J;illaFaR NllS8Fi ~8pwllllk 

IAitsR9sia TaRYR 1007 N&FR9F 1~, TaJilOiRiA b9~~aAilA 

~lasaFa Rllpwlllik IR88R8sia M8J;i8F ali~li) s8llasaiJ;iaFla I&lall 
diw89A ~8AgQR 's'nGing uAsaRS ~lllJ;i8F 1Q TallwFl :lQQQ 
(bllAlllilFaR ~lllS8Fi ~llpwlllik IFl~llFlllSill TilllwR :lQQQ NllJ;i8F 
1:lQ. lQJ;illallaR b8J;illaFaFl ~18llilFa RllPW81ik IR88Fl8sia N8J;i8F 
~ 

3. bI R8aRll b1Fl~aFlg N8J;i8F 14 TallwFl ~QQQ I&AlaAll 128FlgarjilaFl 
l2ajak tellWA ~QQ~ Ib8J;illaFaFl NllsaFa ~8pYIlIiII IA88Flllsia 
NllJ;i8F ~7. TamllallaFl 1s8J;i8aFaA ~losaFa R8pwIlIiIl IFl8oFl8sia 
NllFnllF 11 iQ)i 

Ii bt~9aR8 UA9iAg M9~9r 1i lQRWA dgQ1 t9AtaAg P9~9Fik8QilA 

128FlS8181aaA gaR TaFlsgwFlll Ja't#Q~ K8WQAgaA ~18llara 

ILllJ;illaraA ~18gara ~llpwlllik IFl1l8FlllGia TaRwA 2QQ4 
~laRl8F iii TambaRQn bembafiR MQgafi R8p~blik IR98A9sia 
N8FnllF 11QQ)j 

7 !J~"aAg !JAding .IORl8F 13 TaRWA 20Q4 KlRtQRg P8R~baAiaA 

K9WaRS8A ilRtaroa PQ~8FiAtaR I2w&at daR PSFM8FiRtah9R QS8Aih 
11s8Al8araA N8gara Rllpwlllik iRllllAllsia TaRwA ~QQ4 ~lllmllF 1:l1i, 
TilFA811RaA bllm811Fl1A ~18gllFa Rllpwlllik IR~llAllSiil M8meF 443i) 

1Q. b1~(jilAll UA~QRll NemllF 1:1 TallwR :1\)11 t&AlaRsl2llFA~llAlwiIIlA 
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1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerinlahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Rrepubllk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana lelah diubah 
beberapa kali lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 lenlang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang 

5 

Diktum Mengingat 
- Angka 2, 3, 6, 7. dan angka 

10 dihilangkan. 
- Angka II, 12, 14 dan 

angka 15 dan urutan 
penorroran disesuaikan 
dengan hir<rtd perUUan. 

I Diklum Mengingat 

I2llFillwFaR PllFl:lR~aAg WA~IIRSilR Ibllrn811raR ~lllSilra j;!llPW81i11 
IRlt8F10oia .ahuR ~Q11 MeRitsf S2; Tambil~8R bomosliiJq MegeR 
~llllw~lik IA8llAllsia ~18Al8F 5:134) i 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerinlahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 lahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

Pemerlntahan Daera~1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan 'Rn Negara Republlk Indonesia Nomor 5679); 
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1 2 3 4 5 
12. Peraturan Pemertntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 12. Peraturan Pemertntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kltab 

pelaksanaan Undang-Undang ~ISf'lSF a la~wR 1Qa1 IeRlaRS Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Nagara Republik Indonesia 
Hukum Acara Pidana sebagaimana telah dlubah dengan Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Nagara Republlk Indonesia 
Peraturan Pemerlntah Nomor ill Tahun ~Lembaran Nomer 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Nagara Republik Indonesia Tahun ~ Nomor 00, Peraturan Pemertntah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Nagara Republik 
Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Nagara Republik 
li44i+i Indonesia Nomor 5772); 

11: P8~Yr\iA PQ~9RR'aA N9Rl8F Q~ TSRwR ~10 teAtaRI J8Ais Dengan berl8<unya PP 
Pajak l'aRS gi~WRSW' 1il81l1asalitaR P8R81a~aR ~pala ga8ra~ Nomor 55 Tahun 2016 
a1aw ,",illavaF .8R~iri Q18~ '.\lajill pajall 1~8f'1llaFQR tl8sara tentang Ketenbuan Umum dan 
j;!8~wlllik IR~8R8&ia Ta~wR :aQ1Q t1SR'18F 1ii, Taf'llla~aR 

~8RlllaraR Nssara j;!spwlllik IR~sRssia tJ8f'18F 1i1jlQ) 

Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah, ketentuan PP 91 
Tahun 2010 tidak berlaku. 

4li. Peraturan Menterl Dalam Nager! Nomor 13 Tahun 2006 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberaoa kali 
sebagaimana telah llsllsrapa kali ~iwlla~ terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
Peraturan Menter! Dalam Nager! Nomor 21 Tahun 2011 (Bertta Nagara Republlk Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) 
(Bertta Nagara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) 

... Peraturan Pemerin\ah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberlan Tambahkan ketentuan 
dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retrtbusi Daerah (Lembaran Nagara Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 69 Tahun 2010 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

2 Diktum Memutuskan MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN: Diktum memutllSkan tanda 
baca titk dua (:l diketik tanpa 
menggunillan spasi. 

3 Satang Tubuh Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS lsi batang tubuh Pasal I 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan seterusnya diketik 
KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN. sejajar dengan 1rase 
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN. PASALI "Peraturan Daerah" pada 

PASALI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten diktum menetapkan. 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan 
Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomer 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 09) 09) diubah sebagai berikut: 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 1ill'a1 !:ll ~aR 1ill'i1 (ij dlubah sehingga 1. Ketentuan Pasal 2diubah sehingga Pasal 2berbunyi seoagai bertkul: Pasal2 disempurnakan. 
berbunyl sebagai berlkut : 
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Pasal2 Pasal2 
(1 ) Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas (1) Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak alas penyelenggaraan 

penyelenggaraan Hiburan Hiburan. 
(2) Objek pajak adalah jasa Penyelenggaraan hiburan (2) Objek pajak hiburan adalah jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut 

dengan dipungut bayaran, bayarsn. 
(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : 

a. tontonan Film; a, tontonan Film; 
b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau bus8l1a; b, pagelaran kesenian, musik, tari danlatau busana; 
c. kontes kecantlkan, binaraga, dan sejenisnya; c, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d. pameran; d. pameran; 
e. karaoke keluarga; e, karaoke kelu arga; 
f. sirllus, akrobal dan sulap; f. slrllus, akrobal dan sulap; 
g. penmainan bilyar dan bowling; g. penmainan bilyar dan bowling; 
h. pocuan kuda, kendaraan benmotor, dan penmalnan h. pacuan kUda, kendaraan berrnotor, dan penmainan kelangkasan; 

ketangkasan; I. refleksi, mandi uaplspa, dan pusat kebugaran (fitness center); 
i. refleksl, mandl uap/spa, dan pusat kebugaran (fflness j. pertandingan olahraga, 

center); 
j. pertandingan olahraga, 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi seOOgai 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berkut Pasal 6 disempumal<a'l. 
berikut : 

Pasal6 
Besamya tarit pajak untuk setiap jenls hlburan ditetapkan 
sebagai berikut: 

Pasal6 
Besarnya tarit pajak untuk setlap jenis hlburan ditetapkan sebagai berikut: 
a. tontonan film dengan sarana bioskop ditetapkan 10% (sepuluh oersen) dari 

dengan per1imbangan dalam 
rangka menjaga kelestarian 
kesenian rakyatllradisional, 
pengembangan kebudayaan 
nasional dan prestasi 

a. j9Ris ~8r:twAjwkaR aeR ~rQfMaiaFi YRUUft yeAH ~8ABiWR81t8R harga tanda masuk; olahraga anal< bangsa yang 
SaFaR; AIA'! ii bioskop di tetapkan 10% (sepuluh b. penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi : diselenggaral<an ditempat 
JlSFIl8I'ilwG) dari harga tanda masuk; (1) pagelaran kesenlan, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang dikunjungi oleh samua 

b. wRteReR fil~ k&liliAfJ; pag91arraFl kO&9JliiA tiikyat'YadiohiRal, yang berllelas lokaillradisional sebesar 0% (nol persen); lapisan masya-akal 
&8~OGaF i% (liMB fil8Ri8Fab1l6) saR RiU!i tQAtla Rila&wh; (2) pagelaran kesenlan, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion Show) sebagaimana dimaksud 

C. JlilS81aRlR A'!wslil. taR. G868Gar 19i1' (G8J1wlw~ Jl811isflIlwsl 
liaR ~Sl'lla lllRlia ll'l8Gwk; 

d. piFR8RiA; per.twRjwkaFl, siJkw€, akNBa\ swlap; k9RiliOi ~wtar 

yang berkelas naslonal sebesar .. %(... persen); 
(3) pagelaran kesenlan, tari, danlatau pagelaran busana (fashion Show) 

yang berllelas intemasional sebesar ..%(... persen); 

dalam Pasal 45 ayal (3) 
Undang-Undang NoITlOl 28 
Tahun 2009. 

oaR 89j8Ai&Rya t9Fima&yk yaAR ~i&&18R8iar:al(aR Hi tSAUiA c. penyelenggaraan pagelaran musik meliputi : 
~i~l::lFaA rakyalll9mpat "169ta airJt"itQ'Ji~A(819FJ1 RlAiA!; (1) pagelaran musik yang berllelas lokalltradisional sebesar 0% (nol 
sS~8sar 19 ~, (SSJlWIWR pOFlliflllyi) daR ~al'lls taRlia persen); 
1IlillllIk; (2) pagelaran musik yang berllelas nasional sebesar .. %(... persen); 

e. ~aeblQA Iwis, kfilR8aNJaR se~9t8~; 88~fiI6ar 19q, (&8fiwlwt:l (3) pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar .. %(... persen); 
JlsFll8ratwsl SaR ~al'lla ~k8t ll'l&iwl1; 

f. Jlsrt&R1I1RsaR &lll~r&8a 19"" (e8pwlw~ RSFIl8Fll1WB) liaR ~al'lla 
laRSllll'laswk; 

(
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2 

m. 

j, 

I. 

g. 

i. 

h. 

k. 

3 4 5 

Tari! un!uk hiburan yang 
dilaksanakanldiselenggarakan dilempat taman 
hiburan rakyalJ1<olam renang dikenakan 
terhadap biayalharga hibu"'"barkenan bukan 
dad harga landa masuk lempal wiseta. karena 
tempal wisatalwaterparl: bukan merupakan 
objek pajak hlburan sebagaimana diallJr 
dalam Pasal 42 ayat (2) Undll1g-Undang 
Nemer 28 Tahun 2009 

d. penyelenggil'aan pameran, sirkus, akrobat, dan sulap meliputi : 
(1) pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (noJ persen); 
(2) pamerall yang bersWat komersial sebesar ... %(...persen); 
(3) sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokaillradislonal sebesar .. % (... 

persen); 
(4) sirkus, akrobat, dan sulap yang berkeJas nasianal dan intemasional sebesar 

..% (...persen); 
e. penyeJenggil'aan pacuan kuda dan kendaraan bermotor rne\iputi : 

(1) pacuan kuda yang berkelas lokaJltradisionai sebesar 0% (nol persen); 
(2) pacuan kuda yang berkeli!lS nasional dan intemaslonal sebesar .. % (... 

persen); 
(3) pacuan kendil'aan bermotor sebesar ..% (.., psrsenl; 
(4) pacuan kendaaan bermotor sebesar ..%(... parsen). 

f. penyelenggil'aan pertandingan olah raga melipuli : 
(1) pertandingan olah raga yang berkeias lokatlradisional sebesar 0% (nol 

persen); 
(2) pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar ..%(... persen): 
(3) pertandingan olah raga yang berkelas in!ernasional sebesar ..%(... persen); 

g. pennainan ketangkasan termasuk yang diselenggarakan game center, sebesar 
10% (sepuluh ~ dari harga pembayaran; 

h. permainan bilYil'd yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak ...% 
(... persen) dan permainan bilyard yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) 
dikenakan Pltak ..% (... persen); 

i. bowfing sebesa 15% (lima beJas ~ dil'i harga pembayaran; 
j, karoke keluarga dan hiburan Ialnya yang sejenis sebesar 25 % (dua pUluh lima 

persen) dan harga pembayaran; 
k. mandi uap/spa, pusa! kebugil'an. refleksi dan sejenisnya sebesa 15% (lima beJas 

persen) dan hil'ga pembayaran; 
I. penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi : 

(1) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas Iokalltradisionel sebesar 
0"", (not persen); 

(2) kon~lS kecantikan dan sejenisnya, yang berkeJas nasional sebesar ... % (... 
persen); 

(3) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas inremasional sebesar ... % 
(... persen). 

m. Jenis hiburan sebagaimana dmaksud pada hurllf a sampai dengan I yang 
dilakukan di taman hiburan rakyatltempat wisata airlwater parkll:olam renang 
dikenakan taIifseebagaimana dimaksud pala huruf a Sil'npal dengan I. 

permainan ketangkasan termasuk yang 
diselenggarakan game center, sebesar 10% (sepuluh 
P81'89Fillwe) dari harga pembayaran; 
p8~aiRaR bUriN &880Sar dfi% (gua p..lw~ Ii~a 

pel'88Fiilwe) dari 118198 pe1ll98Y8FaA; 
bowling sebesar 15% (lima betas p91'89Fil1we) dan 
harga pembayaran; 
karoke keluarga dan hiburan lainya yang sejenis 
sebesar 25 % (dua puluh lima peruFilIwe) dan harga 
pembayaran; 
mandl uaplspa, pusal kebugaran, refleksi dan 
sejenlsnya sebesar 15% (lima belas peflleFillwe) dan 
harga pembayaran; 
pagsliFQR SUGaRS; ItSAKlS 1(98aAti~Qf1; 8889S8r 1Q~\ 

(s9pwlwll pefll9fll1we) daFi lla19a ~eIll9ay8FilA; 

t€l~9AaRi P9FWRjwkaRj p9rmaiRiR aQRJataw 
k9~RUiiar;l )'ilRg ~i181(whaA ~i ta~aA RibwraR 
Rl"'!9Ut8~fJat NiSit. aiu"'itsF paRt 1t91a~ riA8Ag 
&9b8&ir 1gq6 (&SfJWIWR P8Rii8HitW&) ~aR Raffia taRBa 
1IlQllIIk. 

(
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4­ Jwllwl llaA k9t9AlwaA iAlil IV Raial 8 Iliw~a~ B9~iA8sa ~9I\luA,,1 B9~asai - Bab IV dan Pasal 8 
~9Ilkul' dihilangkan dan tidak pe~u 

SAi-W diubah karena flliah sesuai 
SALOl rriAU;.e.tIQ ge~1 WlI.A¥AW PIiMlJtIQIJ;.,'1 PAclAK dengan UU Nomor 28 

PHil 8 Tahun 2009 tentang 
PDRD.

(1 ) Pajak ~i~UfOlA )'WIAS leRollaAS le~aili palla Baat ~81l'1~~afOlA k9palla 
8f;R8 fJRbQ9i ataw DQSiR )'a~s A=l8A¥919ASSi!usl\8A RiBWNlA 

(a) Qalall'1 ~al p91l'1~a"afOlA lIilakukaA B9~91ulll ~i~UI'llA lliB919A!lsafOlllii4'l, 
pajali leRJIaAS t9~alli paila Baal 1IliakuliaA p91ll~lI)'aRlA, 

(;j) Pajii1k yaRY iQRJlaAg iipWAgwt ii 'Nil9yah Ka~w~iWR 128SQ\WilFaA 

t9R:tpat fj9A'/919RsgaraaR ~ibu"A b9R91ta&i. 
. 

. 3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 bertlunyi sebagai Tambahkan angka 3 beru, 
beriku! dalam merumuskan 

BABXVI ketentuan yang menunjuk 
PENYIDIKAN peJabat tertentu sebagai 

PasaJ 35 penyidik pegawai negeri 
(1) Selain oenyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat sipil agar tidal< mengurangi 

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah kewenangan penyidik 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk umum untuk melakukan 
melakukan penyidlkan tindak pldana di bldang Retribusl penyidikan. 
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
aclalah: 
a. menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan ber'Kenaan dengan lindak 
pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lebih Iengkap dan jelas; 

b. menelitl, mencari dan mengumpulkan kelerangan 
mengenai orang prlbadl atau baclan tentang kebenaran 
pertlualan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

~I pidana dibidang relribusi daerah tersebut: 
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana dlbidang 
retrlbusl daerah; 

d. memeriksa buku, catalan dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pldana dlbidang retribusi daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukli dan pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain 
serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti 
tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli daJam rangka pelaksanaan 
tugas penyidlkan tindak pidana dlbldang retribusi daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang 
menlnggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang beriangsung dan memenksa 
identltas orang, benda daniatau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana dibidang retnbusi daerah; 

l, memanggil seseorang untuk dldengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka dan saksl; 

j. menghentikan penyldlkan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana dibidang retnbusi daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membentahukan dimulalnya penyidikan dan penyampaikan 
hasil penyidlkan kepada Penuntut Umum melalul Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia, sesual dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pldana. 

5. Diantara ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan satu Pasal 37Adisempumakan. 

Pasal37A 
Pada Saat Peraturan Daerah in! berlaku. Ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan 
Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Pajak Hlburan dicabut dan dlnyatakan tidak beriaku. 

pasal baru yaknl Pasal 37A yang be!bunyi sebagai benkul: 
Pasal37A 

Pada Saat Peraturan Daerah Ini beriaku, Ketentuan Pasal 2, Pasal 6 
dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 
Tahun 2010 tentang Pajak Hlburan dicabut dan dinyatakan tidak 
beriaku. 

Pasalll Paaaill Ketentuan pasalll 

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada 12nggal diundangkan 
Agar setiap orang llep;ll mengelllhuinya. memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daer<il in! dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Peaawaran. 

Peraturan Daerah ini mulal ber1aku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengelllhuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah 

disempumakan sesuai 
Lampiran II Bab I UU nomor 
12Tahun 2011 

Kabupaten Pesawaran 
(
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2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 
1 2 3 4 5 

1 Konsideran 
Menimbang 

c. bahwa berdasar1<an pertimbangan sebagaimana dimaksud alia hUruf adan 
hUruf b, dalam rangka menyesuaikan perilembangan potsnsl kekayaan 
daerah Kabupaten Pesawaran pertu menetapkan Peraturan Daerah 
I<:lillwplllllR P8Sii\\lIiraR tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 tentang Relribusi Pemakalan 
Kekayaan Daerah; 

c. bahwa berdasar1<an pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan hUruf b, dalam rangka menyesuaikan 
perilembangan potensi kekayaan daerah Kabupaten 
Pesawaran perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupallln Pesawaran 
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah; 

Diktum Menimbang hUruf c 
disempumakan. 

2 Dlktum Mengingat :I. 

Ii 

i. 

!a'J'saAi IeJA8aAi M8~9F 1Q Ta~1clA 1QQ7 tSAtiRU PQRQii~aA "&jalt ~8R18R 
ii~ral Pallsa (bij~llaFaR N8gaFa 0l.8pwlllik IRH8R8Sili T8~WR 2QQQ ~JS~8F 

10lQI lll~lla~aR b8~llil'llR ~lsgilFll Rspwlllik IRH8R8Sili N8~SF aQa;q; 
U'UlaAB 'mtA88Ag ~19fM8r 1i TahwA 2QQ1 WRtiaAI P"rt:leJilisaaA POAS91elaiA 
HIiR lllRggwRg Jawall K8w8R!laR Nsgara (b8~llilfaR ~18gaFa R8flWlllik 
IR&9A9&ia la~wR 2QQ4 N8AR8F iii lamllil~aR b8mll8raR N8gilra 
RliIpwllllll IRH8R1iI81a N8AR8F 11QQjj 

I.JAHilRg I.JRH8Rg N8msF aa l8~WR :lQQ1 18RlaRg P8RmllaRg8R K8wilRgaR 
aAlaF8 PSAR8RRI8~ Pwslll HaR P8msRAla~aR Q88Fa~ (b8ARllaraR N'agara 
RliIpwlllill IRHsRssia la~wR 2QQ1 NsmsF 1:li, l8mllil~aR b8mllaFaR ~Isgara 

Rllpwlllik IRH8Rssia NSAR8r 11aill 

Dilktum Mengingat: 
- Angka 2, 5,6, 10, 12, 15 

dan angka 22 dihilangkan 
karena lidak ada kaltannya 
dengan pembentukan 
Raperda. 

- Angka 11, 13, 19dan 
angka 21 dlsempurnakan. 

4Q.p 'ahutaRg b'R8aAg M91iR8F i TaRwR ~g11 taRtiAD AraaNlttir aipil Nggara 
~bSliR6afiR PiegaF9 R9fJW~IiI( IA€t9R901a Ta~WR 2Q14 ~ISm&F i l lamlla~aR 

bllmllaraR ~18gaFil RSPW81i11 IRHllRlliia NSI'RSF i1Q4li 

11. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemertntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244. Tambahan Lembaran 
Negara Rrepublik Indonesia Nomer 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang 
Pemertntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nemer 244, Tambahan Lembaran Negara 
Rrepublik Indonesia Nemor 5587) sebagaimana teiah dlubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

I Indonesia Nomor 5679); 
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1 2 3 4 5 

1~; YF4~aAI '-'JR~aRi :la TS~WA :lQ14 ISAISA!! PsmsRAl8~SA gsslliI~ 

889ii118inUIA9 tQl~ ~Iw&a~ ~oRlaR fJR~aAB YAQ8Ag "9~9F QTf1t;lYA ~01i 

Diktum rnemutuskan landa 
baca tiIk dua (:) diketik tanpa 
menggunakan spasi 

(bsmllslliIA ~ls!!s,s ~s"wlllik IA~SAS8is TS~WA al11i ~lsmsF 1i8, Tsmlls~SA 

bemlislliIR tlS!lSIliI ~Sllwillik IA~SAS8is tlsmSF lii7Qji 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang­ 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Undang Msmsr 8 IS~WA 1081 ISAI8A9 Hukum Acara Pidana sebagaimana Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor ii Tahun :lll4Q (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :lll4Q Nomor QQ, Tambahan 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~ 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 92 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5772); 

4i. PSFillllIlilA PsmsRAIlI~ tls~sr a8 TS~WR alQ7 ISAlSA!! Psmlls!lisR IJflj8SA 
P9FROARtiRiA aAtara P9JJ19RAtarj ~9m9RAtaRRA QQ9ri~ PfG'liAOi SaR 
PemsRAlsRSA QSSFil~ I(silwllsl8 AA(sls (bsmllsl'iIA NS!!slliI ~Sllwillik 

IAasAs81s TS~WR :lQQ7 Nsmsr 8:l, TamllsRsR bSIIlDSI'iIR tls!!slliI R,sllwlllik 
IRasAssis Nsmsl 47a7); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012 +entang Tata Cara 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012 jentang 
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, Sebagalmana telah diubah Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, 
dengan Peraturan Menleri Keuangan Nomor 174 Tahun 2013 tentang Sebagalmana telah diubah dengan Peraluran Menleri 
Perubahan Alas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2013; Keuangan Nomor 174 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas 

Peraturan Menleri Keuangan Nomor 33 Tahun 2013 (Ben rita 
Neaara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1420); 

21. Peraluran Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 21. Peralunan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; lentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Brita 

Neaara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
22. PeRHWFaR QaofilR KaGW,alQA P9lii'''iilrQA .Jomor Ii ._WA 2Q11 t8~taA8 

Ps~llsAlwksR Q'!IsAi8S8i ~SA T818 I<s~s j;)iAS8 gseFs~ I(silwIIilI8 A 
P8&i\tJ8liiAj GODiSliffl8A8 lilaA glUeiA 9988RJpa l(aU leAfiaR P&JiltWFaA 
QIlSIliI~ I(sllwllill8R PS88"~IliIA tlsmsr 14 TSRWR :lQ14 (bsmllslliIR I;lSSIlil~ 

KIiDWllill8A PS8SW8FSR TS~WR al14 tlsmsF 14, Tam1l8~sA bsmll8l'llA 

3 Diktum Memutuskan 

~hil9FaR Kabyp9toA P9G8'....RR ~18JA9F 1Q)i 

MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN: 

I 

(
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4 Satang Tubuh Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI 
PEMAKAJAN KEKAYAAN OAERAH. 

PASALI 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Retnbusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesawaran Nomor 44 Tahun 2013) diubah sebagai benkut: 

1. Kelenluan Pasal 3diubah sehingga berbunyi sebagai benkul : 

Pasal3 
(1~ QlIY811 ~lri~wGi asaiaR p9'ayaRaR p91¥1911aiaR 11911ayaaR OaSfQR 

salam jaAlltQ 'tRlktw KJA8AW ffi91if)WUi 
a. alaI berat; 
b. lanah; 

Menetapkan: PERATURAN OAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. 

PASALI 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 
7 Tahun 2013 tentang Retr1busi Pemailaian 
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesawaran Nomor 44 Tahun 2013) diubah sebagai 
benkut: 

1. Kelenluan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
benkul: 

Pasal3 
(1 ) Objek relnbusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang 

dimiliki oleh Pemennlah daerah yaitu: 
a. pemakaian alat berat 

lsi batang tubuh Pasal 1 dan 
seterusnya diketik sejajar 
dengan !rase 'Peraturan 
Daerah' pada diktum 
menetapkan. 

Pasal3 disempumakan 
dengan menyempumakan 
huruff dan menghilangkan 
huM 9karena objek alam 
dan pariwisata merupakan 
objek retr1busi tempa! 
rekretasi dan oIahraga sesuai 
ketentuan UU Nomor 28 

c. bangunan, gedung saR flt9RllaR I8Rlwka pada 1198wRillilaw 
99A8WAIIRj 

d. aula, balai peRiiFMWaR "iiA S9j9RlsRYSj 
e. kendaraan darat dan air, 
f. paAggwAg Iiikla~9; 

g. 88jelt ahiIR saR pQR"Jisata 
(,) Qilt8Swalilt9R ~aR objsk rQtRBw&i &89asaimaA9 diAilakl!U!lo JjaQa eyil 

(1) aflalaR P8RililwR9aR laRBR yaRiI tifl911 1¥18FY~aR ~RIIGi oari \;;IRaR 
sAtars laiR peAlilRs8AgSR NaAIl li9trik'l818P8R iiiW 
'9AaRinllili"'Q~ligRtaAB8A ha~811i&tRl~819P9Aj jaAAgiiR air IiElFoiA. 

2. Kelenluan Pasal4 diubah sehingga berbunyi sebagai benkut: 

Pasal4 
Subyek Relnbusi adalah orang pribadi eteu badan yang 
menggunakan/1¥l8RikAlati pelayanan atas kekayaan daerah yang dlmlilkl 
s8walaw flll181819 oleh Pemerinlah Daerah. 

b. penyewaan tanah; 
c. penyewaan bangunan/gedung; 
d. penyewaan ruangan/aulalbalai pertemuan; 
e. penyewaan kendaraan darat dan air, 
f. panggung/lempat pemasangan reklame. 

(2) Dikecualikan dan pemakaian kekayaan daerah adalah 
penggunaan lanah yang lidak mengubah fungsi dan tanah 
antara lain pemancangan tiang Iistr1k1telepon atau 
penanaman/pembenlangan kabel lislJikitelepon ditepi jalan 
umum. 

2. Ketenluan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi seoagal 
berikut 

Pasal4 
SubyeK Retnbusi adalah orang pnbadi atau badan yang 
menggunakan/menikmatl kekayaan daerah yang dimilikl oieh 
Pemerintah Daerah. 

Tahun 2009 tentang PDRD. 

PasaI4 dlsempumakan. 

~ 
(
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5 1 2 3 4 

3. Kelentuan Pasal 7diubah sehingga bertJunyi sebagai berikut: 3. Ketenluan Pasal 7 diubah sehlngga Pasal 7 bertJunyi sebagai • Kelenluan Pasal 7A s.d 
berikul: 7F disempumakan 

dengan menggabungkanPasal7A Pasal7 menjadi salu pasal yailu(1 ) Struktur dan besamya larilpemaliian IllR8II digolongkan berdasarkan (1) Slruklur dan besamya Iaril retribusi pemakian kekayaan Pasa17.lokasi, luas, jangka waktu pemakaian dan jenis keglatan w&aIIlI daerah dlgolongkan berdasarkan jenis, kapas~as. lasilltas, 
p8Ayg'J'i. lokasi, luas, jangka waklu pemakaian kekayaan daerah 

(2) Besamya larif llQfljil8i1~ISR Iskill! teRiI~, sebagai berikut: (2) Basamya tarff Retribusl Pemakaian tanah d~elapkan, 
e. lanah slrategis I adalah tanah milik pemerinlah daerah yang sebagai berikul: 

lerielak dl dalam ibu kola kabupaten di tepl jalan naslonal, 1 tanah slrategis I adalah lanah millk pemerintah daerah 
provlnsl, kabupalen. yang lertetak di dalam ibu kola kabupalen di lepl jalan 

naslonal, provinsi, kabupaten. 

TARF IRPI KiTIiAUICt,lINO '''''SPEN 'UI'tlT"!A1' TARF 
OBJEI( RETRiBUSINO RETRlBUSI JANGKA WAKT\J 

(Ilpl1 Pomal<elon Tenah untuk keperluen bisnie 2.000 PerM'lBulon 
1 2.000 PerM'lBulan~~anl~untuk

2 D'1...... k uan bisnia 
2 Dol.... 

1ft tanah slrategis II adalah lanah milik Pemerintah Daerah yang 2., tanah strategis II adalah tanah milik Pemerintah Daerah 
lertelak dl luar wllayah ibu kota kabupaten di tepi jalan nasional, yang lerietak di luar wilayah ibu kDla kabupalen dl lepi
provinsi, kabupalen; Jalan nasional, provinsl, kabupalen; 

NO ''litIIS' Pill' Kt.II'l Y'."Ji KIriin"r'NTARF \IlP1 

JANGKA WAKTU 
1 Pomakaian Taoah untuk keDer1uan bisnis PerM'lBulen1.200 

PllI11lIkein Tenah Untuk Keperluan Non 6002 PerlmBulen 

NO OBJE~ RETRlBlSI lARlF 11'1>1 

1 ~kean Tonoh untuk 
erluan bisnis

2 Pernakein Tenoh Untuk
K"""nuon Nan Sisnis 

3 Pemakaian Tanah untuk
K"""nuen K""e\ll1 Sosiel 

4 Pemakaian Tenah unluk 

5 
K""'rluanPerI8nien
Pemakain lImah Ispangan
!!. PelTllk'Mn tanah

lapanglln untuk 
kepeltuen bisnia 

~ P....koian I8nah
lape'9'nuntuk
kep$1u8n non bisnis 

~ Pemakaian tanah 

1.200 PMM2fBulanBisnis 
PllI11lIkean Tonah untuk KeperlUll1 2003 Per MlIBulan Per ImBuien600KMielan Sosiel 
Pomal<oien Tenah untuk KoperlUll14 150 PerMlITahurl 200PertBniBn Per /,Il/(Julen 

5 Pomal<ein I8neh lepengon
 
PllITIlIkean _ lapo!9'n untuk
 150 PerMllTohun1001001 ... H""" kllpllf1uon bisn. 3,500000
.. Pernakoian tenoh IapllJ'9lln untuk
 "" "''''''' 

100100> P&' HIIIikeper1uan non bisnie 200J,lXI)1001001 P&' MrvillJ ... "'" 3.500,{O) P9r totnggut PemakeiBn tanah lapanglll"l unbJk 
kep8l1uon sosial 1 COO.OOJ""H..""001 "" Hoi200J,COO Per Minggul(X(l,OOJ Per M1inggu 

OlIOOl ... HOi 
1ccejco P8r Mnggu 

~onunbJk 
UBn soeiaI 

(
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Paeal7-i (3) Besamya tarif relribusl pemakaian gedung, balai pertemuan, 
(1) SRkWr taRf f81fililYsi PSABgYRaSA ierlYRI EliseleRghaR ~8Fda6aR,aR jlAis aula, aula lain yang sejenis yang dikelola oleh organisasi 

ItsgiataR, kapasttae, seWita& daRjaRgka wiill'itw '8~ahaiaA~ perangkaldaerah. 
~ 1!18SaFA¥i sAl retR9wsi Elitelapl,aA ~ardaSa~iaA 9~el( lJaAiYRaRJgedwAI yaRI TARIFNO OBJEK RETRIBUSI KETEligYASkaA, ~sak te~il& ..k liIiaye ,eFalataFh (Rp)
t3t- SRkWr ~aA 996wAya teFit FelRlilwsi p9A88YAaaA g9~HAg ataw haRg~AaA 1, Untuk kegialan seminar, 5OO.00J Per hari 

98F~aear1(aA keteRWQA 6B~aBaA1aAa liFA9t€SYEI pada By. (1) "SA Q)'at (~, sosialisasi. Penalaran, Dlklat dan 
EliWa,kaA 889818' ~8FiI(yt i sejenisnva 
1. Basaran Tanl Relribusi Pemakaian Gedung, Balai Pertemuan, Aula Lain 1,OOO,00J2. Unluk Kegialan Pameran Per hari 

Yang Sejenis Yang aBrade Qj liiIaw8A PSAgelelaaA lieFttsgai SaNaR I<e~a Ii 3. Untuk kegialan Resepsl 
- Siang hari 750,00J Per hari 

KET 

Perhari 

Per han 

Per han 
Per han 

- Malam han 1.000,00J Per hariTARIFNO OBJEK RETRIBUSI (Rp) 
1. Unluk kegiatan seminar, sosialisasi, 500.000 

Penalaran, Diklat dan se~isnva 
2, Untuk Keaialan Pameran 1.000.000 

Untuk kegialan Resepsi 
- Siang han 

3. 
750,000 

• Malam han 1.000.000 

~ Besaran Tart! Relribusi Pemakaian Gedung, Asrama, Sarana Fasilitas (4) Besaran Tarif Retribusi Pemakalan Gedung, Asrama, 
Yang i8Fa8i1 gi Qii"8A PSRssislililR Dinas Pendidikan dan Sarana Fasililas Yang Dikelola Oleh Dinas Pendidikan dan 
Kebudavaan : Kebudayaan : 

NO OBJEK RETRIBUSI KET NOTARIF 1Ri>1 OBJEK RETRIBUSI TARlFIR!>1 KET __ 
Gedung PGRI 1.1. Gedung PGRI 
- Unluk kegialan seminar, - Untuk keglatan seminar, 

oosialisasi, Penataran, 750,000 Per han 750,000sosiaJisasi, Penalaran, Per hari 
Diklal dan seienisnva Dil<Jal dan seienisnya 

- Unluk Kegiatan Pameran 1,250.000 Per han - Uniuk Kegiatan Pameran 1.250.000 Per han 
· Untuk kegialan Resepsi • Unluk kegialan Resepsi 

• Siang hari 1.750.000 Per han • Siang han 1,750.00J Per han 
• Malam han 2.250.000 Per hari • Malam han 2.250.00J Per han 

Gedung Sanggar Kegia!an Gedung Sanggar Kegialan2,2. Belalar Belajar 
- Sewa AulaiGedung · Sewa AulaiGedung1.00J.000 Per han 1.ooo,00J Per hanPertemuan Pertemuan 

Per Per- SewaAsrama 25,000 - SewaAsrama 25.00Jharflorana harilorana 
· Sew.Ruang/Gedung Per Sewa RuangiGedung Per· 1,00J.000 1.000,000lainnva harllRueng lalnnva harilRuanaL 

(
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3, Basaran Tanl Relribusi Pemakaian Aula Islamic center Yang 
i9Fa~a Qi 98\t'SB_~ PeABslslaaR 9agisM &liRa ~4eRtal iJliFilw8 
Sekretanat Daerah Kabuoaten Pesawaran : 

TARIF K~NO OBJEK RETRlBUSI 
(Rp) 

1 1. Untuk Kegiatan Resepsi 

- Siang Han 2.000.000 Per Han 

- Malam Han 2.500.000 Per 
Malam 

2. Untuk Kegiatan 1.000.000 Per Han 
SeminarlSosiaiisasi, Rapat, 
Dikla~ dan kegiatan 
lainnya y<l1g sejenis 

3. Untuk Kegiatan Sosial dan 750.000 Per han 
Keagamaan 

-­

(5) Basaran Tanf Relribusi Pemakaian Aula Islamic center Yang Dikelola pada 
Bagian ......Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran : 

TARIF 
KET INO OBJEK RETRIBUSI (Rp) 

perH~1 4. Untuk Kegiatan Resepsi 

- Siang Han 2.000.000 

- Malam Hali 2.500.000 Per 
Malam 

5. Unluk Kegiatan 1.000.000 Per Hali 
SeminarlSosiaiisasi, Rapat, 
DikJat, dan kegiatan lainnya 
yang sejenis 

6. Untuk Kegiatan Sosial dan 750.000 Per han 
Keagamaan 

4,...-Besaran Talil Retnbusi Pemakaian Gedung Serbaguna Fasilitas 
Yang iJ8Fi1~a Qi 99\'J'8~ PBABBlelasA Bagian Umum Sekretariat 
Daerah Kabuoaten Pesawaran : 

NO OBJEK RETRIBUSl TARIF m
(Rp) 

1 Gedung SerbsG;una Kabuplll8n 
-­

Pesaw8I8n 
1. KegiatBn Pameran Komersial 5.000.000 Perhari -­
2. Kegialan RaseD. 

- SianaHeri 3.000.000 Per Han 
- Malam Hilri 3500.000 PEM'Malam 

3. Kegialan Sominar/_, Rapsl, 2.000.000 PerHilri 
Dikla\ Peri~lan HUT dan kegialBn 
Iainnva van.saiania 

4 Keaialan Sosiol een Kee""maan 1.000.000 Per hen 
2 Retrbu._akaian Pera~lan 

- VCO 150.000 Per h.Mlu.h 
- LCD 250.000 Per h.Mlu.h 
- lV 150.000 Per harilllu.h 
- OHP 150.000 Perh.rVbuah 
- Wnelee 150.000 Per h.Mlu.h 
- MaoePh""e 150.000 Per h.Mlu.h 
- SoundSvsrem 150.000 Per t,.rIIbu.h 
- Kursl 2500 Per hBlllbuoh 

(6) Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Serbaguna Fasiiitas Yang Dikelola 
oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran : 

NO OBJl!K RETRlBUSI TARIf m=l(Rp) 

1 Gedung Selba Guna Kabuplll8n 
PesaW8flJ1 
5. KulBn Pom....n Komersial 5.000.000 Perhari 
6. KegialBn Resepsi 

- Siano Han 3.000.000 Per Han 
- Malam Hart 3.500.000 Per Malam 

7. Kegialan Semlnar/SoaiaIlsa,i, Rapst, 2000.000 PerHan 
Oiklst, Porirgallol HUT dan kegiolan 
lainnv. va"" saionis 

8. Keoalan Sooial d.n K....ma.11 1.000.000 Par hari 
2 Retrbusi pemakeian Peralalan 

- VCO 150.000 Par IlaMluah 
- LCD 250.000 Par harilbuah 
- lV 150.000 Par harilbu.h 
- OHP 150.000 Par IlaMluah 
- Wi..... 150.000 Per IlarVbuah 
- Maoe Phone 150.000 Per harilbueh 
- Sound S}'!fem 150.000 Per heMluah 
- KIllS 2.500 Par heMlu.h 

( 
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(1) 

l:ll 

~) 

IleoIlI-7l; 
8ifuhlWF taRt RiliF'8wei ~eRg8WF1B8fI 81. heRd sigelsRghsFI BSfss8aFttSR jSFlie Blal BBJ8" 
hapaeilB8; KieilitaB BaR iBAgka "'8ktw ~91M1h8iBA 

8888"'18 hili FfllASYsi BHS\a,lhsR B9~88afk8A jeAie alB!: alai Bire'YSA8 El'ywRBliBR tiiah 
teRR9BUh Iflsl;ilill9Si 8M BS"'SBMtBIlSi Sl91 ke 181181111 )TElA! sill2jw 8!i1'1liBI'IlBgli he i989~; 

tissh IiAflS8uli: jaBS BMalai 8wlll:! 8B8sng yaRS R:Ieeli eelisls RRgsR, gehsR ialulF t'iRjsk 
(8QM~i PBflIBMI:I8i alew efulFB18r BiFl teliRiei 
SwlMr d8A BBB8FR)'S taAf ~BtFiBl:I8j fiBR88t1F1BiI1 Mal=! pSfMaltaisR 81el &le1 IaBRiI! 
l;er9Sul1tilA lta'sAIYBR Bsl!lB§sifM8I18 ii",81iBYI paBS Ii) el (1) BSA WIst (~; sitet8fJkSR 
esla88si H8R1"1t! 
1. Besaran Tam Retribusi Pemakaian Alat Serat Pads QiRSB PBlte~8.R 'cJMlrlf'! 

KHY,6IIiBR PBBer'f8JSR ; 

NO JEHlS PERAUITAN KOD HP KAP. B=SEWAAUlTI~1I 
E 1BrmI••k PPN 

1 DUnl> Truck 3-4 M3 E08 100.0 STon 153.450,00 
2 Excavata 80-140 HP E10 80.0 0.8M3 292.05000 
3 VibratDrv RoQar 8-12 T E19 100.0 12Ton 240.570,00 

(7) Besaran Tam Retribusi Pemakaian Alat Berat yang dlkelola 
oleh Dinas ..........: 

BIAYASEWA 
ALAT/JAII 

NO JENIS PERAlATAN KOD HP KAP. (IIdIk
E _lUll 

PPN) 

1 Du"" Truck 3-4 M3 E08 100.0 STon 153.46{),OO 

Excavata 81l-140 HP E10 800 OnCl 292.050,002 

3 Vibra1Xlry Roller 8-12 T E19 100.0 12 Too 240.570,00 

I 

~saranTarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Pass QiRae I(slaut9R ElaA 

NO HAllAOBJEK RETRlBUSI KODE/JE:~ T:: 
KETERANG 

OBJEK(UN AN 
1. CLAWLWER EXCAVATOR XOMATCU 

. Unluk pmlXlldaya ikon FC130F·7 100.000 Per Jam 

. Unluk Non Pambudidaye 150.000 Per Jam 
_n pambangunan 
PBli<aren 

- Untuk Umum 250.000 Per Jam 

(8) Besaran Tarit Retribusi Pemakaian Alai Berat yang dikelola 
olen Dlnas .........: 

NO NANAOBJEK KODE/JENIS TARIF KETER 
REIRlBUSI OBJEK (Rp) ANGAH 

(UNIn 
1. CLAWLWER KOMATCU 

EXCAVAT~ FC130F-7 
- Unluk pambudidaya 100000 Per JIIm 

iken 
- UnlUk Non 150.000 PerJBm 

Parrbudidaya terkail 
permangunen 
perikanan 250.000 PerJam 

- UnM:: Umum 

(1) 

(;!) 

~l 

Il<lo&I-7Q 

GlfuIt4WF taw F&H!8ijaj 'BR@gtlRQ8F' JiI~8118i8R k&RSiF8BR aFls8 ei!!lelsRghsF IBNiB8fhsR 
jeRiB, h8fl88~BBj fBBilies ElsR jElRliIha ' a'dw J3BlfIsltei8A 
iBSEU"'YS te,W fl1lFiliwBi sRstaJ3hlilR BB~ieaAiElR jSR1S liSRBElF88R yeR! dig'clFlRlISFlj iisk 
IS1WIsslrllt lii8)8 JSM JlBR88fRysi ElSR QQM 
gtflWlitwr SlIR e8BSfAYS ter# FBtrieWB' J3sIMal;aiBR hSFlS8fE18R IaBNSI18RiBA lteteRtwsR 

(9) 8esaran 
berikut: 

tarif retribusi ala! angkut, ditetapkan sebagai 

I NO 

1. 

2. 
3. 

OBJEK RElRIBUSI 

Xendaraan TIlJk 
1. Jani.Colt Diasal 
2.Jania Dum Truck 
Xanda""", De<ek 
Kaoai Motor 

TARlFIl 

350.000.­
350.000.­
600.000.­
500.000.­

I KET 

Par Han 
PerHari 
ParXali 
ParHan 

1. 

2. 

3. 

Kendaraen Truk 

2. Jani.Coil Diasa! 

2.Jani.Dum Truck 

X_nDerek 

X~I Motor 

350.000.­

350.000.­

600.000,­

500000.­

Par Hari 

PerHBri 

Per Kali 

Par Hen 
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1 2 

I 

Penyldikan5 

3
 

Paeil71! 
~ GtRtktYr taRt fetR:t:Jwlii PSAB8wRsaRl f,J8FAakaiSR panggYRi FeI~laf'18 fligsl9A9hlA 

eeFElas8l1'8A (891itas flaR jaAgl(Q YJBkty fJ9FAaltaisA. 
(2J 1iJ8SaFAya taFif EliteliijlkaA 88rfla&aFka~ jeRi' PSA98YA9 f'ekiaFM ifl~ teARa8yh 

eia¥8 P8f:A8SSA83F1. 
(~	 ilFYlaw, dSR lieS8FA'j8 taRf R8tR~Y6j ~9R88YRaaFW,9A'tahaiaR p8ASgYAB retJ_e 

88r~asaFhaA heteAlw8A 688agaiRlilRa tiFAslQiYd pa~a avat (1) daR 8yat (~j 

ElitetBphSR 89liJagai ~8Filil:lt : 
laFif fJ8RlNSA PaRHgYAg R8~R8 liSRde &888&8' Rp. ~&9.99OlRtiJIiYlaA 

+iRr,9FAa!taiaR PaRilYAg ReltlaR<l8 ial8~8 688B8t1' R,. 190.9~yI8A 

(4)	 i9'S' Rye Ailai taR' tidak teFfRSSylE pajalE pajak yaAg "'ERle iU~8¥ar 

~ 

(1)	 &tRJlawF taRf retJiBW8i p9A89YAaaA 9sjek ala~ ~aA ~ari'JJi&ata iBF8a8aFkaFl Aita 
&iFat:egis lekaei,IY8S1 jaAgh:a waktti pBA8BYAaaA saR jSAi& peM8AfaataA. 

l:!l	 9seifRya laFif retRbYsi SitetaplCtA FAelahd p~aAjiaA seABsR telall 
FAsFRpeFhakaA fJRR8iPl Eia&8FaA, daA NjUSA YtltYk fMefJI~8r8IBI:II~9YAWAgaA yaAl 
layak ~agi 8aBFQ~, 

4.	 Ketentuan Pasal20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebaglii berikut 
BABXVII 

PENYIDIKAN
 
Pasal20
 

(1 ) Selain oenvidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabal Pegawai !'legeri Sipil 
Illrtentu dilingkungan Pernerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
Penyldik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara Pidana. 

(2)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabal Pegawai Negeri 
Sipil tartenlu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oteh pejabal yang 
berwenang sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan.• 

4 

(10)	 8esaran tarifRelribusi penggunaanlperMkaian panggungl lempal 
pemasangan raldame, ditetapkan sebagai berikut : 
- Pemakaian Panggung Reldan-e Bando sebesar Rp. 

250.000/m'lbulan 
I - Pemakaian Panggung Reldame Baieho sebesar Rp. 

100.000/m'lbulan 
(11)	 Besaran laJif sebagaimana dimaksud pada ayal (3), ayal (4), ayat 

(5), ayal (6), ayal (7), ayat (8), ayal (9) dan ayat (10) tidak 
Illrmasuk biaya peralatan, mobilisasi, themobilisasi ala\, jasa. suku 
cadang yang rusak skala ring an, bahan bakll' minyak, 
pengemudVoperator, teknisl, biaya pernasangan dan pajak-pajak. 

-

-

4.	 Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal20 berbunyi sebagai berikul: 
BABXVII 

PENYIDIKAN
 
Pasal20
 

(1)	 Selain penvidik Keoolisian Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri 
Sipillllrtentu dilingkungan Pernelintah Daeralh diberi wewenang khusus 
sebagai Penyldik unluk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang 
Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

(2)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkal 
oleh pejabat yang befwenang sesuai kell!ntuan peraturan perundang­
undanaan. 

( 

5 l 

Kelllnluan Pasal 7E dan 
Pasal 7F dihilangkan karena 
bukan merupakan objek 
relribusi pemakaian kekayaan 
daerah namun rnerupakan 
objek retribusi 1empal rekreasi 

, dan olah raga sebagaimana 
dialur dalam Pasal 136 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009. 

Tambahkan ayat (4) baru,
 
dalam merumuskan
 
ketentuan yang menunjuk
 
pejabal tertentu sebagai
 
penyldik pegawai negeri sipil
 
diusahalkan ag... tidak
 
rnengurangi kewenangan
 
penyldik umum untuk
 
melakukan penyidikan.
 

I 
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(3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayal (1) adaJah: (3) 
a.	 menertma, mencart, mengumpulkan dan meneliti ke1wangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih Iengkap dan jelas; 

b.	 meneliti, mencart dan mengumpulkan keterangan rnengenai orang pnbadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut 

c.	 meminta kelarangan dan ballan bukti dart orang atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

d.	 memeriksa buku, catalan dan dQkumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah: 

e.	 melakukan penggeledahan unluk mendapatkan bahan bukli dart 
pembukuan, pencalatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan 
terhadap barang bukli tersebut 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalann rangka pelaksanaan lugas penyidikan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah: 

g.	 menyuruh berhenti danJatau melarang seorang meninggalkan 
h.	 ruangan ata~ tempat peda saat pemeriksaan sedang beriangsung dan 

memertksa identilas orang, benda danJatau dokumen yang dibawa; 
i,	 memolret seseorang yang ber1<aitan dengan tindak pidana dibidang retrtbusi 

daerah; 
j.	 memanggil saseorang untuk didenga keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka dan saksi; 
k.	 menghentikan penyidikan; danlatau 
I.	 melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan. 

(4) 

5. Diantara Pasal 21 dan PasaJ 22disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A lIaR I 5. 
~ yang berbunyi sebagai berikut :
 

PasaJ 21 A
 
(4+- Retfitlysi p9~ahaiaR heltayaaA ~aElFa~ .i1a1iliJAaI€8R "9AflaA tujWilA : 

a	 MeR18p~JflaikaA pefflQAfa9taA kelftlyc. ~aeFa~ yaAg lJeh:lMAid~ 

flip8F9YIUH<8A "aiR pelal't83A8BA "'las ileA fyAlsi p8Ay.I8R819FaiR 
peAilSFiAtehsA Elaershj 

Ii.	 MSAssgah peAilaitsian kelWJYQSA ~a8Hil eleR fJiRak laiA seea-a ~dak Ga~ 

(2)	 RetFitJwsi pe_aisR kekayaaA Elaer:ah dijahYkaA sepsAiaAB ~sak ~8FWgikaA 

paAlleR_ flaeeah daA Udek M8~BlaAgIY ,elali68RaSA tIIias daR ftlAl6i 
PIA¥8IsAiiR8A ,.",eRNst:! ~8eJa~ 

Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a.	 menenma, mencert, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi aga 
keterangan atau laporan tersebut nnenjadi lebih lengkap danjelas; 

b.	 meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
prtbadi atau badan tentang kebenaran pert>uatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut; 

c.	 meminta kelerangan dan bahan bukli dart orang atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

d.	 memeriksa buku, catalan dan OOkumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah; 

e.	 melakukan penggeledahan untuk mendapalkan bahan bukli dari 
pembukuan, pencalatan, dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan lertladap barang bukli lersebut; 

f.	 menninta bantuan renega ahli dalarn rangka pelaksanaan tugas 
penyidlkan tindak pidana dlbidang netribusi daerah; 

g.	 menyuruh berhenti danJatau melarang seorang meninggalkan 
h.	 ruangan atau tempat pada saat pemertksaan sedang beriangsung dan 

memertksa identitas orang, benda danJatau dokumen yang dibawa; 
i.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang 

retribusi daerah; 
j.	 memanggil seseorang unbJk dideng!l' keterangannya dan dlperiksa 

sebagai tersangka dan saksi; 
k.	 menghentikan penyidikan; danlatau 
I.	 melakukan tindakan lain yang penu untuk kelanc!l'an penyidikan 

tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan penyampaikan hasil penyidikan kepada 
Penuntul Umum melalui Pejabat Polis; Negara Republik Indonesia, sesuai 
dengan ketentuan yang d1atur dalann Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana 

Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni PasaJ 
21A yang berbunyi sebagai bertkut: 

Pasal21 A 
Pada saat Peraturan Daerah ini beriaku, Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, 
Pasal 7, Pasal8 dan Pasal20 Peraturan Daerah Kabupalen Pesawaran 
Nonoor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
dicabut dan dinyatakan tidak beriaku. 

'---L---.----L-------------r -----~--\ 
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6 Penelapan dan 
Pengundangan 

Pasalll PaBal" Lembar pentapan dan 
pengundangan kala 'pada" 

Peraturan Daerah ini mulal be~aku pada tanggal diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai be~aku pada tangga! diundangkan. diketik menggunakan hUM 
Agar setiap orang ~ngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Pernluran keeil semua. 
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Pesawaran. Daerah ini dengan penempalannya dalam Iembaran daerah Kabupaten 

Pesawaran. 
Diletapkan di Gedong Talaan 
~atanggal Diletapkan di Gedong Tataan 

gada tanggal 
BUPATI PESAWARAN, 

BUPATI PESAWARAN, 

DENDI RAMADHONA K. 
DENDI RAMADHONA K. 

Diundangkan dl Gedong Tataan 
j;lada tanggal Diundangkan diGedong Tataan 

Qada tanggal 
SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 

HENDARMA 
HENDARMA 

7 Penjelasan . . Agar Raperda dlberi 
penjelasan sesual ke1entuan 
angka 174 Lampiran II 
Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2011 1entang 

I Pem bentu~.an Peraturan 

I 

Perundang-undangan 

I 

(
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17 

5 

3. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 

No Materi Raperda 
1 2 

1 Dik1Um Menimllang 

2 Diktum Mengingal 

I 

3 

4. 

Diktum memutuskan 
dan Menelapkan. 

Batang Tubuh 

a. 

~. 

c. 

Rumusan Raperda 

3 

bahwa berdasarkan Putusan Mahkanah Konstitusi Nomor; 461PU­
VII/2014 yaAg tela~ lAelA~alalkaA Penjelasan PasaI124 Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusl Daerah, maka 
perlu mengalurkembali Retribusi Pengendallan Men<l'll Telekornunikasi; 
ila~tJ(a ~9r.a_aA Passl 1&& w;at (1) l:JASaAl YAEIans .le~9r ~a Tat:tWA 
agQg ie_Ag Pajak Qas. QSR R81Fi~W6i Qaeratl, retFi~Y&i dMetalJl\aA 
"sRisR ,eFi'twFlR daeF8hi 
bahwa berdasarkan pertimbangan 8e~agaelAaAa dimaksud dalam huru! a 
dan hUM b, per1u menelapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Pengendalian Meml'a Telekomunikasi; 

4. b1AllaFlg blR~aA8 .laFRsr 1~ TahwA ~~1 teAtaRI PSfAS8AlwkaR PSFa&lr8A 
j;lefljA~aAB Yn~aABan (belA~aran ~legaF8 R8,Y~lik +al!WR 21111 "elA8F sa, I 
TilfiAltahsR b8M~a·aA .lsS9Fa RepYslil, IMElBAe&ia N9FA9f ~ 

5.	 Undanl/'Undan9 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56. Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

a. 

b. 

Rumusan Penyempurnaan 

4 

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 461PU-V1V2014 
Penjelasan Pasal 124 Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. berlenlangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memounvai 
kekualan hukum menglkat sehinoaa Peraturan Daerah KabuDa!en 
Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 Iantang Retribusi Jasa Umum yang 
menaatur tenlang Retribusi Penaendalian Menara Telekomunikasi oerlu 
ditinjau kembali; 
bahwa berdasirtan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru! a, 
per1u menetapkan Peraturan Daerah tentan9 Retribusi Pengendaiian 
Menara Telekomunikasi; 

. 

5.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lllntang Pemerintahan Daerah 
flembaran Negsra Reoublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
lembaran Negin Reoublik Indonesia Nomor 5587\ sebagaimana lalah 
diubah beberaoa kali terakhlr dengan Undang-Undang Nornor 9Tahun 2015 
lllntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tlornor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tabun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Neg...a Republik Indonesia 
Nomor 2036); 

MEMUTUSKAN: 

Menelapakan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI I Menelapakan : PERATURAH DAERAH TENTANG RETRlBUSl 
PENGENDALIAN MENARA TElEKOMUNIKASI. I PENGENDAUAN MENARA TELEKOMUNIKASI. 

I Keterangan 

Diktum Menimbang 
disempumakan. 

Diktum Mengingat 
- Angka 4 dihilangkan, karena 

hanya digunakan sebagai 
pedoman penyusunan 
sehingga tidak per1u 
dicantumkan ! 

• Angka 5disempumakan 
- Tcunbahkan Perrnendagri 

Nomor 60 Tahun 2015 
tentang Pembentukan 

I Produk Hukum Daerah. 

Sebelum Diktum Mentepkan 
tambahkan kata 'Memutuskan'. 

isi batang fubuh Pasa! I dan 
seterusnya i1iketik sejajer 
dengan frase 'Peraturan 

Peeali 
Dalam Peraturan Daerah Inl yang dimaksud dengan : 
1, Daerah adalah Kabupaten Pesawaran 

I 

I 

Pauli 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran 

I Daerah' 
menetapkan. 

~ 

pada diktum 

r' 
', 
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5 Pasal 1, angka 2, 4, 6 dan2. Pemerinlah Daerah adalah Bupati aaA P8F8Agiiai gasRlh sebagai unsur I 2. Pemarintah Daarah adalah Bupali sebagai Unsur panyele"'lgara Parnorinlatl DaerahKetenbJan Umum 
angka 11 disempurnakan.penyelenggara Pemerinlahan Daerah. yang memimpln oelakaanaan oemerintah yang menjSl:!i kewenangan daerah 

olonom.
4. Dewan PaMakHan Rakyat Daarah yang saJanjutnya dsingkat DPRD adalah Iembaga 14. Dewan PalWaldlan Rakyal Daerah yang selanjutnya dsingkal DPRD adalah lambaga 

parwakilan rakyat dae,ah sebagai unaur penyelenggara pamerinlahan daerah. pelWakftan rakyat daarah yang bell<adudukan sebagsi unsur penyelanggara 
pamerintahan daerah. 

6. Badan adalah sekullllulan orang dan/alau modal yang merupakan6. Badan adalah sekUl'1pulan orang dan/alau modal yang merupakan kesatuan, baik 
kesatuM, baik yMg melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
yang melipuli perseroan terbatas, persereen komandiler, perseroan laiMya.perseroan terbatas, perseroan komanditer, peroeroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), alau Badan Usaha Milik DaerahNegara (BUMNI. atau IliHIafI Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana penslun, peroekutuan, 
dana pensiun, persekutuan. per!<ullllulan, yayasan, organisasi massa,per'Kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial polilik, alau 
organisasi sosial politik, alau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badanOIganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya Ienmasuk kontrak investasi 
lainnya termasuk kOlltrak investasi kolektil dan benbJk usaha tetap.kolektil dan bentuk usaha telap. 

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan alau diberikan oleh pemerintah11. Jasa Umum OOalah jasa yang disediakan alau diberikan oleh pemerintlh daerah 
daerah untuk tujuan kepentingan dan !>emanfaalan umum sella dapaluntuk tujuan kepentingan dan jMllf1anlaalan umum serta dapal dinikmali oleh 
dinikmati oleh orang p1ibadi alau badan.orang pribadi alau badan. 

6 Pasal 2 disempurnakanPasal2Paul 2Nama, Objek dan 
sesuai Pasal 156 ayal (3)Dengan nama Re1ribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungulDengan nama Relribusl Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Re1ribusiSubjek RelJibusi 
huruf a Undang~ndangRelribusi alas pemanfaalan ruang untuk Menara Telekomunikasi.69lJa~ai "8~~a)'aFaR atas peAyeEliasA PelayaAaA ja&a PSASBAsaliaA Manara 
Nomor 28 Tahun 2009.Telekomunikasi VaAl ~i6aIBA9BaFal,aA 818~ PeR\9RMaR QaeFa~. 

Pasal 4 disempurnakan,Pasal4Paul 4 
sesuai Pasal 125 ayal (1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi alau Badan yangSubjek RelJibusi adalah orang pribadi alau Badan yang menggunakan/meniklTiati 
huruf a Undang-UndangmenggunakanJmenikmati pelayanan pengendalian Menll'a Telekomunikasl X@!!llpelayanan ate6 peFRaAfaataA ~aA8 "RaYI, PEJAll'iaAgYAaR Manara Telekomunikasi. 
Nomor 28Tahun 2009.diberikan oleh Pemerintlh Daerah. 

7 Pasal 6 disempumakan.Pa..tSPailleCara Mengu,u, Tlngkat 
Sesuai putusan Mahkamoh(1) Cara mengukur Iingkal panggunaen jasa diukur berdasar!<en jumlah kllnjunganTlngkal panggunaan jasa pengendallan Manara Telekomunikasi diukur bardasail<an alasI Pengguna Jasa 
Konstitusi Nomor 46RUU­delem rangka pengawasan dan pengendalian menare Ielel<omunikasi.besarnya pamamaatan penggunaan ruang, kearnanan, kapenlingan umum, frekuenai, 
XllflO14 Tahun 2015 .(2) Jumiah kunjungan S<lbagaimana dimaksud pads ay.1 (1) ditatapkan sabenyak 2I pangawasan dan pengendalian untuk Pembangunan Mena.. Telakomunlkasi 

(dua) keli dalarn 1(salu) tahun. 
" 

8 BAS V Judul Bab Vdan Pasal 7BABVPrinsip Yang 
PRlNSlP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN disempumakan. SesuaiPRlNSlP I»iN &'&,'l,Il~N YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTURDianut Dalam 

BESARNYA TARIF RETRlBUSl putusan MahkamahDAN BESARNYA TARIF RETRIBUSIPenetapan 
Paul 7 Konslitusi Nomor 46/PUU·Pasal7Struktur Dan 

(1) Prinsip dan sasa-an dalam penetapan taril re1ribusi diletapkan untuk XI1I2014 Tahun 2015.(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan slRl/IIHr ~aA ~e&aFAl'9 Wit retribusiBesarnya Taril 
menulup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalianditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkulan.Retribusi 
menara llliekomunikasi.kemampuan masyarakal, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian alas 

(2) Biaya penYediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputipelayanan. 
belanja langsung telkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara(2) SlRII4liF ~aA ~esarAj'll !aliI Flllli~wsi sebagaimana dimaksud pOOa ayal (1) 
llliekomunikasi berupa Betanja Pe~a1anan Dinas dan Belanja Barang PakaidiIYAaI,9:A ....ItMiRA., sRliagiaA 1~9FAfJ8R8A liiava selJagsi lJeFiI,ut i 
Habis.e, fJ8fMAfaataR AJ8Ali 

b: kSR8AaAj ~aA 

9: ke,eMA18A YMYIM: 
I I I ! J 

( 
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· PasaJ 8 diubah menjadi BlbBABVIPasalS 
VI Pasal8STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI(1) Iiiiilya pQA)'ollliliQR jass Ff'I9Rl1pakaR ~i~'a 9PSRi9ioA&l ~8ti189REliliaA 

• Substansi Pasal 8 ayat (1)PasalS88A p9RgW"aiiiR R'lQRaFa telol(9JiRWAik8&i "Mwl, FfOlElFUiW, &89agi9A 
dan ayat (2) disernpurnakan(1) Perhilungan besamya tarif Retrlbusi didasarkan pada biaya'iays rQR9 ~&R(alliR laA8&IlIAii S9AiliA p9Aygl8A8araaA pelaY8R8A • Dengan adanya penambah3lpenyediaan jasa melipull belanja langsung lerkall kegiatan(2) Besamya Reltibusi Pengendalian Menara Telekornuniksai dihilung bab baru, urutan !lab pengawasan dan pengendalian menara lelekomunikasi berupadengan formula sebagai berikut : selanjutnya menyesualkan

RPMT=TPxTR Belanja Peoalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis, 
Kelerangan (2) Tarif relrlbusi diletapkan beldasarkan formulasi dengan 
RPMT Retribusl Pengendalian Menara memperllitungkan faklor jenis menara dan jarak lempuh, 
Telekomunlkasi (3) Fomnula perMungan relribusl sebagaimana dlmaksud pada ayat 
TP : Tingkat Penggunaan Jasa (2) adalah sebagai berlkul :: 
TR : Tart! Relribusi RPMT =KJM +KJT XTartf 

2(3) .", dst. 
Keterangan 
RPMT : Retribusi Pengendalian Menara 

Telekornunikasl 
KJM : Koeflsien Janis Manara 

I KJT : Koefrsien Jarak Tempuh
I 

(4) Nilal koefislen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahI sebagai berikul : 

a. Koe/isien Jenis Menara 
NO JENIS MENARA NILAI KOEFISIEN 
1 Menara ... 1,1 
2 Menara ". 1,0 
3 Menara ,_. 0,9 

JUMlAH 3,0 ~ 
b. Koefl sien Jarak TemDuh 

NILAJ KOEFISlENNO LOKASlIKAWASAN 
MENAAA 

1 Jouh 1.1 
(Kocamolan .... kecam.lan ......, doll 

2 Sodar(j 1.0 
IKeeamotan ..., kecamatan ......, <!Btl 

3 Oalam Kola 0,9 
(Keeamatan ,.. , keaem.tan ... '" dstl 
JUMLAH 3.0 

(
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I Wllayah Pemungutan I 
3 

Pasall0 
Retribusi dipungut di wlfayah Daerah 

4 

Pasall0 
Retribusl dlpungut diwilayah Daerah Kabupaten Pesawaran. 

5 

Pasal 10 disempumakan 

BABIX 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, 

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 
Baglan Kesatu 

Penentuan Pembayaran 
Pasal 12 

(1) Pembayaran retribusl ditentukan setlap 1 (satu) tanm sekali, 
(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllunasi 

paling lambat 15 (lima OOlas) hari sejak d~ertlitkannya SKRD. 
(3) Besamya retribusi teNtang ditetapkan dengan menertlltkan SKRD 

atau dokumen lain yang dlperoamakan. 
(4) Dalam hal wajlb retribusi tertentu lidak membayar tepat waktunya 

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrat~ benpa bunga 
sebesar 2 % (dua perseratus) setlap bulan dari Retribusi yang 
terutang yang tldak atau kurang bayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

(5) Ketentuan lebih lan/ut mengenai OOntuk dan lsi SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

II allaA Kallw. 
Telllpal PalRll~'Fali 

131&11 13 
e8lyAtR Assil p9A8RmaaA fQtFibwsi "isi'sr ks KeG Qa9rQA o9guai ~9AtlaA 

k9tQAtyaA ~QFQtwraA ~8RJAsiaRl!I YR9elAgaR. 

BABX 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN. 

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 
Bagian Kesatu 

Penentuan Pembayaran 
Pasal 12 

(1) Pemungutan retribusl tidak dapal dlborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 

yang diperoamakan. 
(3) Dokumen lain yang diperoamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat OOrupa karels, kupon atau kartu langganan, 
(4) Hasll pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disetor ke kas daerah, 
(S) Ketentuan lebih lanjut mengenal OOntuk dan isl SKRD alau dokumen 

lain yang dipersemakan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 13 
(1) Retribusi ~ terutang harus dibayar secara tunaVlunas. 
(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi 

selambat·lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dlfertlitkannya SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran 
dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

BAB Xdisempumakan, 
sesuai Pasal156 ayat (3) 
huru1 9Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 

• Judul Baglan Kedua 
dihllangkan. 

. Pasal 13 disempumaka'l, 
urolan pasal selanjutnya 
menyesuaikan, 

Paeal14 

(1j PaAlllayil"OlA Ml!Ji1l1l6i 6allisaiAliAa ~iAlik611~ ~alilll Pioal 1:i 
~ill9JikaA liAii IlWli!i ~alllllayal"OlAi 

~ .a!li~ ~alllllayilf8A ~iaatal ~alillllllwl(w ~aA9AlllaaA, 

13l l4al9A1waA lallll:1 1811M 1ll9A!i8Ail 1l9AIlIII, iai 1l1lliW ~aA liA&8 Illlltli 

I 

SANKSl ADMINISTRATIF 
Pasal14 

Dalam hai wajlb retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau I 
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga seoo:arj 
2% (dua peroeratus) setlap bulan dart Retribusi yang terutang yang tidak 
atau kurang bayar dan dltagih dengan menggunakan STRD, 

Pasal 14 dan Pasal 15 
dihilangkan karena sudah 
digabung di Pasal12 dan 13. 

L~ t p91llllayaraA ~iilwr lIiASiA Pi_HilA IiIwpill, I ~ -----------' 

( 
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a••i... KetI,1 
AASIYFlA lilA PeAl""••"PIMllaylFl" 

12181111 
(1) R:etFi~w6i teRnltaRS tlihayw &88SFa wAaiAYR88. I 
~) K8ti9AlYaR IeBi~ laRi"" M9RIBASi aR~6YFaR daR ~eAwAsaaR ~efR~ayaraA 

iii_ ~8RgaA PeratWFaR iiwpati. 

10 I Keberatan Pasal16 Paaal16 Pasal16 ayal (1) dan ayal (3) 
(1) Wajib retribusi lIlR8Al¥ dapal mengajukan keberatan hanya kepada Bupati (1) Wajib retribusi dapal mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau disempumakan 

atau pejabal yang ditunjuk alas SKRD atau dokumen lain yang pejabal yang ditunjuk alas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
dipersanakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengal disertai a1asan-alasan yang jelas. 
aJasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan halUs diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbilkan, kecuali jka w"ib retribusi dapal 
sejak tanggal SKRD dilerbitkan. keeuali jika wajib retribusi IllFleAlli dapal menunjukkan bahwa jangka waktu iIU tidak dapal dipenuhi karena keadaan 
menunjukkan bMwa jangka waktu itu tidak dapal dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 
diluar kekuasaannya. (4) Keadaan dHuar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayal (3) adalah 
Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayal (3) adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. 
keadaan yang Ie~adi dilua- kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar rebibusi dan 
Pengajuan keberatan fidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan rellibusi. 
pelaksanaan penagihan retribusi. 

Pasal19 Paaal17 IPasal19 diubah menjadi Pasal 
Penagihan retribvsi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan (1) Penagihan rebibusi yang tidli'. atau kurang bayar dilakukan dengan 17 
menggunakan STRD dengan didahului sural teguran atau sural peringatan menggunakan STRD dangan didahului sural leguran atau sural peringatan 
atau sural lain yang sejenis. atau sural lain yang sejenis. 
Pengeluaran Sural TeguranlPeringatanlSural lain yang sejenis sebagai awal (2) Pengeluaran SuralTeguranlPeringatan/Surallain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan rellibusi dikeluallan segela setelah 7 tindakan pelaksanaan penagihan rebibusi dikeluarl;an segers setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (tujuh) hari sejak jaluh tempo pembayaran. 
Dalam jangka waklu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Sural (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Sural 
TeguranlPeringatanlSural lain yang sejenis. wajib re1ribusi harus melunasi TeguranIPeringatanfSural lain yang sejenis. wajib rebibusi harus melunasi 
retribusinya yang rerutang. retrlbusinya yang terutang. 
Sural TeguranJPeringatanJSural lain yang sejenis sebagaimala dimaksud (4) Sural TeguranlPeringatan/Sural lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikelualllan oleh Pejabal yang ditunjuk. pada ayal (1) dikelualllan oleh Pejabal yang ditunjuk 
Kelentuan lebih lanjut mengenai lata cara penagihan dan penerbitan sural (5) Tata cara penagihan dan penerbilan sural leguran atau sural peringatan 
teguran atau sural peringatan atau sural lain yang sejenis diatur dengan atau sural lain yang sejenis dialur dengan Peraluran Bupati. 
Peraturan Bupati. 

DalBm hal wajib 

BAB.... 
SANKS! ADMlNISlRAnF .......rebibusi tidak mennbayar tepal waktunya atau 

ITambahkan bab dan pasal baru 
yang mengatur lenlang sBnksi1-­kurang 

membayar, dikenekan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua 
persen) seliap bulan dari Rebibusi yalg terutang yang tidak atau kurang bayar 
dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
----------r( J 
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Pasal20 
(1)	 Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi hapus dan 

kedaluwarsa setelah melampaui waidu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terulangnya rehibu.i, kecuali jka wajib retribusi melakukan nndak pidana 
dibidang retribusi. 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Iertangguh jika : 
a.	 di1erbilkan Surat Teguran; dan 
b.	 ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi, balk langsung 

maupun tidak langsung. 
(3)	 Dalam hal di1erbi1kan Sura! Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) hUM a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 
Surat Teguran dimaksud. 

(4)	 Pengakuan utang rebibusi sec...alangsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, adalah wajb reribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mernpunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah, 

(5)	 Pengakuan ulang rebibusi secaa tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran alau penundaan pembayil"an dan permohonan keberatan oIeh 
wajib rebibusi. 

PaBaI •••. 
(1)	 Piulang retribusi yang lidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

malakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan, 
(2)	 Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Rebibusi yang 

sudah kedaluwarsa. 
(3)	 Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluw<lSa diatur 

dangan Peraturan Bupati, 

Pa8l121 
(1)	 Orga~isasi Pera~gkat Daerah yang melaksanakan pemungulan retribusi 

diberikan insentif alas dasar peneapalan kinerja Iertentu. 
(2)	 Pemberian insenlif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(3)	 Kelentuan lebih lanjut mengenai lata en pemberian dan pemanfaatan 

insentif berpedoma~ Dada Peraturan Derundang-undangan. 

22
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Pasal 20 
disernpumakan dan 
diubah menjadi dua 
pasal 

'I 

I	 I 

Pasal 21 ayat (3) 
disempumakan, 

13 

I 

I 14 

L..----'-I 

2
 

Penghapusan Piutang 
Retribusi Yang 
Kedaluwarsa 

Insentif Pemungutan 

3 

PaSll20 
(1)	 Hal< untuk me!al<ukan penagihan retribusi menjadi hapus dan kedaluwiI"sa setelah 

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib 
rehibusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terta~gguh jika : 
a.di1erbilkan SuratTeguran; dan 
b.ada pengakuan urang reblbusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidal< 

langsung. 
(3)	 Dalam hal diterbitl<an Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

kedaluwarsa pe~agihan dihitung sejak \anggal diterima~ya Surat Teguran dimaksud. 
(4)	 Pengakuan ulang retribusi sec...a langsung sebagaimala dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

adalah wajib reribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi 
dan belum me!unasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang retribusi secaa tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran a1au penundaan pembayil"an dan permohonan keb oleheratan 
wajib retribusi. 

(6)	 Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kil"ena hak untuk melakukan penagihan 
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(7)	 Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa. 
(8)	 Ketentuan Jebih lanjut mengenai lata eara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 

kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

. 

I	 Pasal21 
(1)	 Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusl diberikan insen1if alas das... 

pencapaian kinerja tertantu. 
(2)	 Pembenan insenlif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di1etapkan dalam Angg..-an 

Pendapatan dan Be1anja Daerah. 
I (3) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai lata eara pemberian dan pemanfaatan insen1if diatur 
I dengan Peraturan Bupati, 

------l ­
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Pas:'22 - - - '=j Pasal15 Kelenluan Penyidikan PasaJ 22 
(1)	 PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai , (1) Selain Denvidik KeDoIisian Republi< Indonesia Pejabat Pegawai Negeri 

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bldang Retribusi I Sipil lertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-ng Hukum Acara Pidana, sebagai Penyidik untuk melak,ukan penyidikan tindak pidana di bidang sebagai 

(2)	 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Rebibusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Aca-a 
Pidana. 

laporan ber1<.enaan dengan tindak pidana dibidang re1ribusi daerah 
a.	 menerima, mencari, mengumpukan, dan meneliti kelerangan atau 

12) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai penyidik 
agar kelerangan atau laporan tersebut menjadi Iengkap dan jeias; Negeri Sipillertenlu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 

b.	 meneliti, meneari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang­
pribadi atau badan tenlang kebenaran perbuatan yang dilakukan undangan. 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; (3)	 Wewenang penyidik bagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. menerima, meneari, mengumpuikan dan meneliti keterangan atau 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retriilusi daerah; 

e.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
iaporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar 

d.	 memelillsa buku, catalan, dan dokumen lain beI1<.enaan dengan keterangan atau laporan lersebutmenjadi Iebih Iengkap dan je!as; 
tindak pidana dibidang retlibusi daerah; b.	 meneliti, nnencari dan me1gumpulkan keterangan mengenai orang 

e.	 melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buk1i pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
pembukuan, peneatatan, dan dokumen lain, serta melakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut 
penyilaan lerhadap bahan bukti tersebu1; c.	 meminta keterangan dan bahan bukti dan orang atau badan 

f.	 menyuruh berhenti danlatau mela-ang seseorsng meninggalkan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 
ruangan atau lef1llat pada saat pemeriksaan sedang be~an gsung d. memeriksa buku, catalan dan dokumen lain ber1<.enaan dengan tindak 
dan memeriksa identitas orang. benda, danlatsu dokumen yang pidana dibidang retribusi dallfah; 
dibawa; e. melakukan penggeledahan unluk mendapatkan bahan bukti dari 

g.	 memotrel seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyilaan 
bidang Retribusi Daerah; terhadap barang bukti tersebut 

h.	 memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa f. meminta bantuan IllOaga ahli dalam rangka pelaksanaan lugas 
sebagai tersangka atau saksi penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

i.	 menghenbkan penyidikan; danlatau g. menyuruh berhenti danJatau melarang seorang meninggalkan ruangan 
j.	 melakukan tindakan lain yang pe~u unluk kelarlCa-an penyidikan atau tempat pada saat perneriksaan sedang benangsung dan 

tindak pidana di bidang rebibusi daerah sesuai dengan ketentuan memeriksa identitas orang, benda dan/atsu dokunnen yang dibawa; 
peraturan pllfundang-undangan. 

(3)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan h. memo1ret seseorang yang berikaitan dengan tindak pidana dibidang 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada relribusi daerah: 
Penuntut Umum melaJui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik i. memanggil seseorang untuk didengll' keterangannya dan diperiksa 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalcrn Undang-Undang sebagai tersangka dan saksl; 
Hukum Acara Pidana. j.	 menghentikan penyidlkan; danlatsu 

k.	 melaku~Bn tindakan Ian yang pe~u untuk kelanclJ'an penyidikan 
tindak pidana dibidang rebibusi daerah sesua dengan ketentuan 
perundang·undangan. 

(4)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan penyampaikan hasil penyidikan kepada 
Penuntut Umurn melalui Pejabat PoIisi Negara Republik Indonesia, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dala-n Undang-Undang Hukurn Aca-a 
Pidana. 

22	 5diSempUmakan, I 
daiam merumuskan kelentuan 
yang menunjuk pejabat tertentu 

penyidik pegawai 
negeri sipil diusahakan agll' 
tidak mengurangi kewenangan 

umum unlllk 
melakukan penyidikan. 
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KetentIJan Peralihan PaBal24 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai ber1aku, KetentIJan Pasal 
30 &aA'lIIai _sAgaA Pasa 34 PeratlJran Daerah Kabupeten 
PesawlI'an Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
dicabut dan dinYatakan tidak ber1aku. 

PaBal24 
Pada saat Peraturan DaerM im mula; bertaku, KetentIJan Pasal 30, 31. 32. 33 dan Pasal 34 
Peraturan Daerah Kabupeten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa lJmum 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal24 disempumakan. 

17 Penutup BABXVlI 
KlililRU.·,N PENUTUP 

BABXVlI 
PENUTUP 

Judul Bab XVII disempumakan. 

I 

I 

18 Penjelasan . PENJELASAN PASAL 8 
Contoh pertlitungan : 

OESKRlPSl I BIAYA I JUMLAH HARI I BANYAK I JUMLAH I KET. 
Jumlah me.... =75F_klnlah kuniu"""n mena.. per IlIhun - 2 
Jumlah rara-rata kunjlJngan per han :r 3menara perhan 
Kelerangan : 
Misainya unM menara-menara yang beIIoks,; dj dalam kota dapot dikunjungi 4-5 men...perhan. _ngkon 
unluk yang sedang 2--3 menara perhan, clan untuk yang jauh 1~2 I"I'enwa perheri Sehingga secBl8 rate-ram 
djlakukan kuniungOn 3mana...... hari ___ 
Jumlah harj y,ng digunakan unM mangunjungi mana.. =(75)<2)13 =!lJhan 
Solo bmtardin ala, 3ibaalorang 
Slays Perjalanan Dines I 
(biaya ,alo-lolo pertahun 

I 
unlok MuMkunjungan 
_En 
T..nsport8'; Rp.250.oo0,­ 50 han 111m RD. 12.500.000,-
Uano Harian RD.1oo.000,­ 50Hari 3orano Ro.15OOOooo.-
Salanja Bahan Habis 
P,kei per tahun 
Pembelian ATK Rs>5.ooo000.­ 1Tahun RD.5.ooo000,-
TpllII Balanio Per Tahun Rp.33.5oo.ooo,­
Biay,Ra_1o Rp. 446.667,-
Pengaw...., dan (Pernbuiatan Rp.

I Pongendalian alau Tari! 447.000.-)
Re1rb" per IlIhun (total 

II belanja dibagi jumlah 
mana..) 

Agar Raperda diberi penjelasall 
sesuai ketentuan angka 174 
Lampiran II Undanltundang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundanltundangan. 

GUBERNUR LAJlPUlIG, 

q rI.1tIDao FlCARDO
( ( 


